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Investasi yang menggunakan lahan untuk tujuan investasi didasarkan pada
penggunaan lahan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,
lahan yang akan digunakan harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku,
daya dukung lingkungan dan daya dukung fisik tanah. Peraturan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2000 tentang izin lokasi sudah tidak lagi sesuai
dengan dinamika pengaturan, penggunaan, penunjukan dan ketergantungan
pertanahan.

Undang-Undang No. 27 Tahun 1959; Undang-Undang No. 5 Tahun 1960; Undang-
Undang No. 28 Tahun 1999; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999; Undang-Undang
No. 17 Tahun 2003; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004; Undang-Undang No. 18
Tahun 2004; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
beberapa kali baru-baru ini dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008; Undang-
Undang No. 25 Tahun 2007; Undang-Undang No. 26 Tahun 2007; Undang-Undang
No.4 Tahun 2009; Undang-Undang No. 25 Tahun 2009; Undang-Undang No. 32
Tahun 2009; Undang-Undang No.1 Tahun 2011; Undang-Undang No. 12 Tahun
2011; Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No.8 Tahun
2002; Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No.15 Tahun
2010; Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No.23
Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kutai
Kartanegara No.11 Tahun 2008

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum izin lokasi; prinsip dan
tujuan; objek dan subjek izin; tanah yang dapat ditunjuk untuk izin lokasi;
kewenangan untuk memberikan izin; syarat dan prosedur untuk mendapatkan izin;
masa berlaku dan perpanjangan izin; hak dan kewajiban pemegang izin; Psm;
penyelesaian sengketa; larangan dan pencabutan izin lokasi; pembinaan dan
pengawasan; sanksi atas pelanggaran; ketentuan investigasi; ketentuan transisi;
dan ketentuan penutupan terkait izin lokasi

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2012.

Peraturan Daerah Kutai Kartanegara No.32 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan
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